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ABSTRAK 

Priska Laurensia. S, 202010115092. Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen 

Atas Peredaran Obat Bahan Alam Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat 

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan). 

Obat bahan alam sudah digunakan masyarakat sejak zaman dulu, karena bahannya 

yang alami dan lebih aman jika dikonsumsi. Ketentuan mengenai obat bahan alam 

sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

Tentang Kesehatan pasal 143 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang 

memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT 

harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah 

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Perkembangan jamu semakin 

lama semakin meningkat baik dalam industri kecil maupun industri besar, maka 

masyarakat sebagai konsumen harus lebih teliti dalam membeli produk obat bahan 

alam khususnya jamu. Perizinan dibuat pemerintah untuk melindungi masyarakat 

agar setiap produk yang digunakan aman dan jelas yang dicampurkan dalam 

produk obat bahan alam jamu tersebut. Peraturan dan lembaga yang dibuat 

pemerintah masih kurang optimal, tingginya minat masyarakat dalam 

mengkonsumsi obat bahan alam jamu memberikan ruang kepada pelaku usaha 

yang tidak bertanggungjawab dalam membuat obat bahan alam terutama jamu 

dengan menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO). Rumusan masalah yang 

diajukan yaitu : Apakah terdapat pengaturan Izin Peredaran Obat Bahan Alam 

Jamu ? dan Apakah terdapat perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap 

peredaran Obat Bahan Alam Jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat dan tidak 

memiliki izin ?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan izin 

peredaran obat bahan alam jamu dan perlindungan hukum bagi konsumen 

terhadap peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dalam metode ini data 

dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan bahan buku Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan. Hasil penelitian ini dalam Undang-
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Undang Kesehatan sudah ada kewajiban memiliki izin untuk peredaran obat 

bahan alam jamu, namun pelaksanaan dan pengawasannya lemah sehingga kasus-

kasus obat bahan alam termasuk jamu makin meluas, strategi yang digunakan agar 

tidak semakin luas peredaran obat bahan alam jamu berbahan kimia obat yaitu 

dengan sosialisasi, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, dan operasi 

pemeriksaan. Kedua terkait perlindungan hukum bagi konsumen sudah ada namun 

dalam penegakan hukum atas ketentuan yang ada masih lemah, tingkat kesadaran 

masyarakat sebagai konsumen terhadap hak-haknya masih rendah adanya 

pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen agar 

masyarakat sebagai konsumen teliti, waspada, dan kritis dalam membeli suatu 

produk obat bahan alam khususnya jamu. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, 

peraturan yang dibuat pemerintah belum kuat sehingga tujuan yang diinginkan 

tidak terlaksana dengan baik, yang kedua dalam perlindungan hukum kesadaran 

masyarakat sebagai konsumen masih kurang sehingga banyak masyarakat sebagai 

konsumen tidak mengetahui hak-haknya. Adapun saran dalam yang pernulis 

berikan, perlu adanya pembaharuan terkait peraturan pelaksanaan yang 

menyesuaikan pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang 

Kesehatan, saran kedua pemerintah dalam pengawasan terhadap obat bahan alam 

jamu yang tidak memiliki izin harus di perkuat dan menegaskan sanksinya. 

 

Kata Kunci : Izin, Obat Bahan Alam Jamu, Hukum Kesehatan  
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ABSTRAK 

Priska Laurensia. S, 202010115092. Legal Protection for Consumers for the 

Distribution of Natural Herbal Medicines Containing Medicinal Chemicals 

(Based on Law Number 17 of 2023 concerning Health). 

 

People have used natural medicines since ancient times, because the ingredients 

are natural and safer to consume. Provisions regarding natural medicines were 

previously regulated in Law Number 39 of 2009 concerning Health which was 

later changed to Law Number 17 of 2023 concerning Health, article 143 

paragraph (1) states "Every person who produces and/or distributes 

pharmaceutical preparations, medical devices , and PKRT must fulfill business 

permits from the central government or regional government in accordance with 

its authority based on norms, standards, procedures and criteria in accordance 

with statutory regulations." The development of herbal medicine is increasing 

over time, both in small and large industries, so the public as consumers must be 

more careful in purchasing natural medicinal products, especially herbal medicine. 

Licensing is made by the government to protect the public so that every product 

used is safe and clear when mixed with natural herbal medicinal products. The 

regulations and institutions made by the government are still less than optimal, the 

high public interest in consuming natural herbal medicines provides space for 

irresponsible business actors to make natural medicines, especially herbal 

medicines, by adding Medicinal Chemicals (BKO). The formulation of the 

problem proposed is: Are there regulations on distribution permits for herbal 

medicines? and Is there legal protection for consumers against the distribution of 

herbal medicines that contain medicinal chemicals and do not have a permit? This 

research aims to analyze the regulation of distribution permits for natural herbal 

medicines and legal protection for consumers against the distribution of natural 

medicines containing medicinal chemicals. The method used in this research is 

normative juridical, in this method the data is analyzed qualitatively using the 

book material Law Number 17 of 2023 concerning health. The results of this 

research are that in the Health Law there is an obligation to have a permit for the 

distribution of natural herbal medicines, but the implementation and supervision is 

weak so that cases of natural medicines including herbal medicine are becoming 

more widespread. Medicinal chemistry, namely by outreach, establishing 

cooperation with related agencies, and inspection operations. Second, related to 

legal protection for consumers, there is already existing law enforcement, 

however, the existing provisions are still weak, the level of public awareness as 

consumers of their rights is still low, there is consumer empowerment through 

consumer coaching and education so that people as consumers are careful, alert 

and critical in purchasing. a natural medicinal product, especially herbal medicine. 

The conclusion in this research is that the regulations made by the government are 

not yet strong so that the desired goals are not implemented well, secondly, in 

terms of legal protection, public awareness as consumers is still lacking so that 

many people as consumers do not know their rights. As for the suggestions given 

by the author, there needs to be an update related to implementing regulations that 

Perlindungan Hukum.., Priska Laurensia S., Fakultas Hukum, 2024



 

ix 
 

adapt Article 143 paragraph (1) of Law Number 17 of 2023 concerning Health. 

The second suggestion from the government in monitoring natural herbal 

medicines that do not have a permit must be strengthened and emphasized. the 

sanctions. 

 

 

 

Keyword : Permit, Natural Herbal Medicine, Health Law 
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 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai 

kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 

rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh 

harapan. 

( Yeremia 29:11 ) 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu menjadi 

motivasi untuk penulis dalam membuat skripsi ini. Pencapaian dan gelar ini untuk 

Papa dan Mama. 
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